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[image: image1.jpg]ANGGARAN kesehatan dalam
APBD Sulteng tahun anggaran
2014 belum mencapai sepuluh
persen sebagaimana ketentuan
UU No. 36 Tahun 2009 ten-
tang Kesehatan. Hal itu men-
jadi catatan dan koreksi Dirjen
Anggaran Kementerian Dalam
Negeri, saat DPRD dan Pemprov
Sulteng melakukan konsultasi
belum lama ini.

Menurut anggota Badan
Anggaran DPRD Provinsi Sulteng,
Mustar Labolo, anggaran kese-
hatan baru mencapai 7,9 persen
dari total belanja APBD 2014.

“Itu catatan dari Direktur
Keuangan Daerah Dirjen
Anggaran. Aturannya anggaran
kesehatan sepuluh persen dari
APBD di luar gaji. Tentu ini
akan menjadi perhatian kita
bersama di Badan Anggaran dan
Pemerintah Daerah,” ujar Mustar,

' APBD SULTENG DIKOREKSI
'Anggaran Kesehatan
Hanya 7,9 Persen

kemarin (18/12/2013).

Imbas dari kecilnya angga-
ran kesehatan, ada beberapa
program dan kegiatan instansi
bidahg ksehatan yang tidak da-
pat dibiayai hingga akhir tahun
anggaran.

“Contohnya alokasi anggaran
untuk Rumah S&kit Madani.
Anggarannya tidak mampu mem-
biayai honor tenaga PHL hingga
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akhir tahun. Begitu juga dengan
biaya listrik, air dan telepon hanya
bisa sampai bulan Juli tahun angga-
ran 2014," papar Ketua Fraksi Partai
Demokrat itu. : '
Meski tidak mencukupi, anehnya
dana alokasi khusus (DAK) untuk
Dinas Kesehatan sebesar Rp1,3 mi-
liar justeru dialihkan oleh tim angga-
ran pemerintah daerah (TAPD) untuk
program dan kegiatan instansi lain.

“Setekah konsultasi ini, catatan ini -

akan menjadi koreksi dan kembali
dibahas bersama sebelum ditetap-
kan menjadi Perda APBD 2014,"
katanya.

Di sisi lain lanjut Mustar, Sulteng
memiliki permasalahan bidang kese-
hatan yang perlu menjadi perhatian
serius dan segera diselesaikan. -

“Kasus gizi buruk serta kematian
ibu dan anak masih relatif tinggi,
Khususnya di Parigi Moutong dan
Banggai Kepulauan,” imbuhnya.

Selain menyoroti anggaran kese-
hatan, Kemendagri juga memberikan
catatan agar gaji pegawai dihitung
secara cermat.

“Begitu juga dengan sumber-

sumber pendapatan Kemendagri
meminta asumsi yang dibangun
harus berdasarkan data dua tahun
terakhir dan potensi terukur dengan
parameter yang jelas, khususnya
pendapatan asli daerah,” lanjutnya.
“Namun secara umum, Kemendagri
mengapresiasi positif Sulteng yang
“telah menyelesaikan pembahasan
APBD dan melakukan konsulta-
si dengan struktur APBD belanja
langsung lebih besar dari belanja
tidak langsung dan anggaran pen-
didikan termasuk di dalamnya BOS
melebihi dua puluh persen APBD.
Kementerian juga mengingatkan
agar opini wajar tanpa pengecualian
(WTP) atas laporan keuangan pe-
merintah daerah bisa dipertahankan.
Menurut Kemendagri, itu menujuk-
kan langkah maju dan semangat pen-
gelolaan keuangan yang transparan
dan akuntabel di Sulteng,” jelasnya.
Menurut Ketua Komisi Il Yus

Mangun, struktur APBD 2014 juga
berubah dengan peningkatan alokasi

anggaran untuk belanja langsung.
Beberapa mata anggaran untuk apa-
ratur yang dinilai besar dirasionali-
sasi dan anggarannya dialihkan un-
tuk program yang bertalian langsung
dengan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya anggaran perjalanan di-
nas dan makan minum, kita alihkan
untuk kegiatan lain yang berkai-
tan dengan program kerakyatan,”
paparnya.

Sebelumnya pada awal pemba-
hasan, pengantar nota keuangan
tahun anggaran 2014 yang dibacakan
Wakil Gubernur Sudarto, dalam si-
dang paripurna (Senin, 2/12/2013)
dinilai belum memenuhi ketentuan
perundang-undangan.

Dalam Nota Keungan, anggaran
pendidikan tidak sampai dua puluh
persen dan melanggar UU Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Begitu pula dengan anggaran kese-
hatan, juga tidak sampai sepuluh
persen sebagaimana UU Nomor: 36
Tahun 2009 tentang kesehatan.

Demikian halnya dengan belanja
modal yang mestinya dialokasikan
minimal tiga puluh satu persen se-
bagaimana Permendagri Nomor 27
Tahun 2Q13 tentang Penyusunan
APBD, hanya sekira empat belas
persen.

Anggaran bidang pendidikan dia-
lokasikan Rp125,14 miliar dan ang-
garan kesehatan Rp186,29 miliar.
Belanja modal dialokasikan Rp337,30
miliar dari total APBD Rp2,414 tri-
liun. Dalam pidato pengantar nota
keuangan, Wakil Gubernur Sudarto
menyampaikan, pendapatan 2014

ditargetkan Rp2,353 triliun atau

mengalami kenaikkan dari APPBD
2013 sebesar Rp223,7 miliar. Tahun
2013 pendapatan sebesar Rp2,129
triliun. ‘
Pendapatan tersebut terdiri dari
pendapatan asli daerah (PAD)
Rp697,4 miliar, dana perimbangan
Rp1,29 triliun dan lain-lain penda-
patan yang sah Rp365,77 miliar.
Sementara untuk sisi belanja dia-
lokasikan Rp2,414 triliun denganrin-
cian tidak belanja langsung Rp1,13
triliun dan belanja langsung Rp1,28

triliun. Belanja tidak langsung, di-
gunakan untuk belanja pegawai
Rp385,162 miliar, belanja hibah
Rp395,204 miliar, belanja bantuan
sosial Rp5,5 miliar, belanja bagi hasil
untuk provinsi dan kabupaten/kota
Rp238,152 miliar, belanja bantuan
keuangan untuk kabupaten/kota
Rp101,187 miliar dan belanja tidak
terduga Rp5 miliar.

Belanja langsung sebesar Rp1,28
triliun diplot untuk belanja pegawai
Rp139,534 miliar; belanjabarang dan
jasa Rp807,342 miliar dan belanja
modal Rp337,306 miliar.

Tak pelak, beberapaanggota DPRD
menyampaikan kritik dan korek-
si terhadap postur RAPBD 2014.
Anggota DPRD menyoroti mata
anggaran di beberapa bidang yang
dinilainya tidak pro rakyat. Diantara
mata anggaran yang mendapat kritik
adalah anggaran bidang pendidikan
diplot Rp125,14 miliar. Dari total
anggaran tersebut, belanja modal

* hanya Rp13,012 miliar.

Lucunya, anggaran perjalanan
dinas dari pos belanja barang dan
jasa lebih tinggi dari belanja modal.
Anggaran perjalanan dinas bidang
pendidikan mencapai Rp18,209
miliar. '

Contohlain,anggaran untuk urusan
wajib bidang kesehatan. Anggaran
kesehatan Rp186,29 miliar, untuk
belanja modal Rp2,072 miliar dan
perjalanan dinas Rp10,845 miliar.

Perbedaan menyolok antara be-
lanja modal dengan perjalanan dinas

~ juga Nampak pada anggaran bidang

koperasi dan usaha kecil menengah,
perindustrian dan perdagangan.
SKPD pada kelompok bidang/ini
mendapatkan alokasi anggaran
Rp59,422 miliar. Dari total angga-
ran tersebut, hanya sekira Rp7,26
miliar masuk belanja modal. Sekira
Rp18,97 miliar dialokasikan untuk
perjalanan dinas.

Dari total APBD dua triliun lebih,
belanja barang dan jasa mencapai
Rp807,3 miliar terbagi untuk be-
lanja barang habis pakai Rp400 juta,
perjalanan dinas Rp268 miliar dan
konsumsi sekira Rp57 miliar. T™Mu





